
BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : @6l/353/2§2Ti

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

BUPATI KUDUS,

kualitasmeningkatkanrangka
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintah, serta guna menindaklanjuti Surat Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Maret 2021 Nomor
B/466/AA.05/2021 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kineija Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021;

dalam: bahwaMenimbang

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
dalam

Mengingat
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Nomor 28 Tahun 1999 tentang2. Undang-Undang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Taimbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimeina
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



2

30 Tahun 2014 tentang6. Undang-Undang Nomor
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahim 2020
tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahxm 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineija
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tantang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Bupati Kudus Nomor 72
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021
Nomor 23);

: 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kineija Pemerintah;

2. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasein Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31
Maret 2021 Nomor B/466/AA.05/2021 Hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah
Tahun 2020;

Memperhatikan

f A,
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3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 051.2/166/2018
tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Kudus;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Kudus Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
disusun guna:
a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Kudus;

b. menjadi pedoman dalam perbaikan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Kabupaten Kudus; dan

c. menciptakan Manajemen Kinerja Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kudus
yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan
efisien.

: Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan
Tim Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Kudus dan melaporkan
pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggairan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Telah diteliti atas kebeivarannw^;
No. Jabatan Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 13 Juli 2t21
BUPATI KUDUS,

1. Sekda

2. Asisten Sekda

u3. Kepa la Ba gian

4. Kasubbag

5 Lainnya
HARTOPO

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kudus yang terkait.
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